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ABSTRAK 

 

Negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Berdasarkan hierarki perundang-undangan tertinggi di Indonesia ialah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya 

terdapat Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

hukum. Dengan penjelasan Pasal 1 ayat (3) tersebut, maka segala hal yang dilakukan 

dalam berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum dan perundangan-undangan 

yang berlaku. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada 

Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang tidak mengatur secara tegas tentang 

peraturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menyebabkan 

pemerintahan berjalan kurang efektif. Meski dalam perjalanannya UUD NRI 1945 

telah mengalami amandemen sebanyak empat kali termasuk Pasal 7 UUD NRI 1945, 

akan tetapi dengan diamandemenya Pasal 7 UUD NRI 1945 ini juga belum dapat 

menunjukkan pemerintahan yang efektif. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya 

rekonstruksi yaitu guna menghindari penyalahgunaan jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden, menghindari otoritarianisme, dan guna menciptakan pemerintahan yang 

efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana aturan yang ideal 

mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan 

yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

yang mana dalam penelitian hukum normatif (legal research) seringkali hanya 

merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan/atau ketetapan pengadilan, kontrak/atau 

perjanjian/atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang 

digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, 

pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

terdapat tiga periode/atau era, antara lain yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 

Serta aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang saat 

ini Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

 



Kata kunci: Presiden, Wakil Presiden, UUD NRI 1945, Pasal 7 UUD NRI 1945. 

 

ABSTRACT 

The Republic of Indonesia declared its independence on August 17, 1945. Based on the 

hierarchy of the highest legislation in Indonesia is the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) which contains Article 1 paragraph (3) which 

confirms that the Republic of Indonesia is a country of law. With the explanation of 

Article 1 paragraph (3), everything that is done in the nation and state must be based 

on applicable laws and regulations. The background raised in this study is based on 

Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before the amendment 

which did not explicitly regulate the regulations on the term of office of the President 

and Vice President in Indonesia which caused the government to run less effectively. 

Although in its journey the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been 

amended four times including Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, however, with the amendment of Article 7 of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, it has not been able to show an effective government. The 

background to the reconstruction is to avoid abuse of office by the President and Vice 

President, avoid authoritarianism, and to create an effective government. The purpose 

of this study is to find out how the development of the term of office of the President 

and Vice President in Indonesia and what the ideal rules are regarding the term of 

office of the President and Vice President in order to create an effective government. 

The research method used is normative legal research, which in normative legal 

research (legal research) is often only a documentary study, namely using legal 

material sources in the form of statutory regulations, court decisions/or decisions, 

contracts/or agreements/or contracts, legal theories, and opinions of scholars. The 

approach methods used are the statutory approach, analytical approach, comparative 

approach, and historical approach. Based on the results of the study, it can be 

concluded that the term of office of the President and Vice President in Indonesia 

consists of three periods/or eras, namely: the Old Order, the New Order, and the 

Reformation. As well as the ideal rules regarding the term of office of the President 

and Vice President, currently the President and Vice President hold office for five 

years, and can then be re-elected to the same office, for only one term. 

 

Keywords: President, Vice President, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebutan negara hukum Indonesia kerap diselaraskan dengan rechtsstaat dan juga 

sebutan the rule of law. Apabila ditinjau dari sejumlah konstitusi yang sempat berlaku 

di Indonesia, bisa dikatakan bahwa segala konstitusi dimaksud senantiasa menegaskan 



bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, sebutan yang 

digunakan pada UUD 1945 sebelum perubahan ialah “Negara yang berdasarkan atas 

hukum (rechtsstaat)”. Di sisi itu juga, dalam rencana menunjukkan jati diri bangsa 

Indonesia, juga dikenal sebutan negara hukum dengan menambah simbol Pancasila 

sehingga atas pijakan itu, maka kemudian kerap disebut sebagai negara hukum 

Pancasila.1 

Demokrasi diterapkan dengan cara yang berbeda-beda di berbagai negara, ada 

yang menerapkannya melalui sistem parlementer dan ada pula yang melalui sistem 

presidensial. Kadang-kadang diyakini bahwa pemerintahan presidensial lebih baik dan 

umumnya lebih stabil daripada pemerintahan parlementer. Asumsi tersebut merupakan 

asumsi yang tidak sepenuhnya benar, permasalahan sebenarnya bergantung pada 

bagaimana demokrasi diterapkan di negara tersebut. Tarik menarik antara kedua teori 

sistem pemerintahan ini mempengaruhi apakah suatu negara lebih dominan dalam 

menerapkan sistem presidensial atau parlementer.2 

Keputusan untuk menjadikan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur 

hidup dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945. UUD 1945 juga tidak 

mengakui pengangkatan presiden seumur hidup. Pada akhirnya, keputusan untuk 

mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku.3 

 
1 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 

No. 2, 2016, Hal. 131. 
2 Muhammad Taufik, “Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer 

di Indonesia”, Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 128. 
3 Widyaningtyas, T., 2022, 4 Kebijakan Kontroversial Era Presiden Soekarno, dalam 

https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-

soekarno?page=1 diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 01:47. 

https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-soekarno?page=1
https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-soekarno?page=1


Sejarah Indonesia mencatat nama Presiden Soeharto sebagai presiden kedua dan 

presiden terlama di Indonesia. Presiden Soeharto tercatat sebagai presiden terlama di 

Indonesia. Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966. 

Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 setelah 

serangkaian demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. 

Sementara itu, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami 

kemajuan besar, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Namun yang tidak 

kalah pentingnya, ketika Presiden Soeharto berkuasa, banyak juga terjadi pelanggaran 

hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan nepotisme.4 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

19455, Presiden Indonesia menduduki kekuasaan pemerintahan. Artinya, Presiden 

adalah pemegang kekuasaan eksekutif di Negara Indonesia. Dalam menjalankan 

tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.6 Masa jabatan Presiden berdasarkan 

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum 

amandemen yaitu selama lima tahun kemudian dapat dipilih kembali. Kepastian berapa 

kali masa jabatan tak ditentukan sehingga menyebabkan pasal ini menjadi dorongan 

bagi presiden untuk berdaulat dengan masa jabatan yang tak terbatas. 

Penelitian dengan judul “Rekonstruksi Aturan Hukum Masa Jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden Demi Terciptanya Pemerintahan Yang Efektif” 

 
4 Widya Noventari, “Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan 

Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun)” Jurnal Ilmiah, Vol. 24 No. 2, 2016, 

Hal. 33. 
5 Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
6 Puji Wahyumi, “Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sebelum dan 

Sesudah Amandemen”, Jurnal Bangun Rekaprima, Vol. 1 No. 2, 2016, Hal. 48. 



memiliki urgensi bahwa perlu diketahui bahwa bagaimana perkembangan masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana aturan yang ideal mengenai 

masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan 

yang efektif. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu; 1.) Bagaimana perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden di Indonesia?; 2.) Bagaimana aturan yang ideal mengenai masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang efektif. 

2. METODE 

Jeinis peineilitian hukum ini beirupa peineilitian hukum normatif yang mana dalam 

peineilitian hukum normatif (leigal reiseiarch) seiringkali hanya meirupakan studi 

dokumein, yaitu meinggunakan sumbeir bahan hukum yang beirupa peiraturan peirundang-

undangan, keiputusan/keiteitapan peingadilan, kontrak/peirjanjian/akad, teiori hukum, dan 

peindapat para sarjana. Nama lain dari peineilitian hukum normatif adalah peineilitian 

hukum doktrinal, juga diseibut seibagai peineilitian keipustakaan atau studi dokumein.7 

Dalam peineilitian ini dilakukan analisa peiraturan peirundang-undangan khususnya isi 

Pasal 7 UUD 1945 seibeilum dilakukan amandeimein dan seisudah dilakukannya 

amandeimein. Dimana dalam Pasal 7 UUD 1945 beirisi teintang peiraturan masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein yang seilanjutnya dilakukan peinyimpulan teirhadap 

peirmasalahan yang akan diteiliti yakni reikonstruksi aturan hukum masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein deimi teirciptanya peimeirintahan yang eifeiktif. 

 
7 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 45. 



Dalam peineilitian huikuim ini meingguinakan meitodei peindeikatan peiruindang-

uindangan, peindeikatan analitis, peindeikatan peirbandingan, dan peindeikatan historis. 

Peindeikatan peiruindang-uindangan dilakuikan deingan meineilaah seimuia peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan reiguilasi yang teirkait deingan isui huikuim yang beirkaitan 

deingan masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein. Peindeikatan analisis teirhadap bahan 

huikuim adalah meingeitahuii makna yang dikanduing oleih istilah-istilah yang diguinakan 

dalam atuiran peiruindang-uindangan seicara konseipsional, seikaliguis meingeitahuii 

peineirapannya dalam praktik dan puituisan-puituisan huikuim.8 Peindeikatan peirbandingan 

dilakuikan Peinuilis deingan meimbandingkan isi Pasal 7 UiUiD 1945 seibeiluim dan seisuidah 

dilakuikannya amandeimein. Seilanjuitnya yaitui peindeikatan historis dilakuikan Peinuilis 

deingan meinjabarkan peirkeimbangan masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein di 

Indoneisia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perkembangan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia 

Keiteintuian peimbatasan keikuiasaan preisidein, yang meineikankan batasan masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein, salah satuinya teirdapat pada Pasal 7 UiUiD NRI 1945, 

namuin seibeiluimnya pada Pasal 7 UiUiD NRI 1945 teirnyata tidak diiringi deingan 

peineitapan batasan masa jabatan Preisidein Reipuiblik Indoneisia dan Wakil Preisidein 

Reipuiblik Indoneisia Indoneisia. Keinyataan yang teirjadi peimilihan uilang preisidein yang 

sama dapat dipilih keimbali seicara teiruis meineiruis hingga pada akhirnya Preisidein 

Soeikarno meinjabat leibih dari duia peiriodei beirtuiruit-tuiruit, bahkan Preisidein Soeikarno 

 
8 Ibid., Hal. 58. 



beirkuiasa seilama 21 tahuin.9 Namuin dalam praktiknya tindakan peimeirintah beirbeida 

jauih deingan UiUiD NRI 1945 hingga teirjadi seibuiah peinyimpangan.10 Salah satui 

peinyimpangan yang teirjadi yakni diteirbitkannya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 

teintang peingangkatan Pimpinan Beisar Reivoluisi   Indoneisia, Soeikarno meinjadi 

Preisidein Reipuiblik Indoneisia seiuimuir hiduip. 

Jabatan Preisiden yang disandang oleh Presiden Soeharto pada saat itu juga 

didasari oleh Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen dengan bunyi “Presiden 

dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali.”11 Berdasarkan pada hal tersebut, Pasal 7 UUD NRI 1945 yang 

tidak membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden membuat Presiden 

Soeharto boleh menjabat menjadi Presiden lebih dari satu periode bahkan hingga 

berapa pun tahun lamanya karena hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. MPR juga secara terus-menerus memilih 

kembali Presiden Soeharto sebagai presiden yang mana Presiden Soeharto selalu 

menjadi calon tunggal yang mengakibatkan Presiden Soeharto bisa melanggengkan 

jabatannya selama 32 tahun lamanya. 

Selama 32 tahun berkuasa, era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden 

Soeharto terus melakukan pembangunan. Namun pembangunan tidak dilakukan secara 

 
9 Nophirina, 2023, Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang 

Contiuinitas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse of Power dalam 

https://jdih.lampungprov.go.id/uploads//files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20da

n%20Wapres%20Tahun%202023[1].pdf diunduh pada Jum’at, 12 Juli 2024 pukul 20:39. 
10 Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, dan Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di 

Indonesia”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2021, Hal. 18-19. 
11 Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen. 

https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023%5b1%5d.pdf
https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023%5b1%5d.pdf


merata dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Keiadaan ini diperparah 

deingan menjamurnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta realita bahwa 

lembaga eksekutif memiliki kewenangan tunggal terhadap lembaga lain, sehingga 

tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kekuiasaan. Kediktatoran Presiden 

Soeharto dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur 

sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.12 Pada akhirnya Presiden 

Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di 

Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 21 Mei 1998. 

Pasal 7 UiUiD NRI 1945 yang meinyatakan Preisidein dan Wakil Preisidein 

meimeigang masa jabatan seilama masa lima tahuin, seisuidahnya dapat dipilih keimbali. 

Keiteintuian yang teirdapat dalam pasal 7 UiUiD NRI 1945 seicara jeilas meingatuir bahwa 

masa jabatan preisidein adalah lima tahuin. Keitidakjeilasan dan muiltitafsir itui muincuil 

deingan adanya frasa seisuidahnya dapat dipilih keimbali. Kareina tidak ada 

peineigasan/ataui peimbatasan uintuik beirapa kali seiseiorang dapat meinduiduiki jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein. Deingan diamandeimeinkannya Pasal 7 UiUiD NRI 1945 

beirarti teilah meimbatasi masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein yakni meimeigang 

masa jabatan seilama masa lima tahuin. Dan keitika masa lima tahuin teirseibuit beirakhir, 

maka Preisidein dan Wakil Preisidein dapat dipilih hanya uintuik satui kali masa jabatan. 

 
12 Ningsih, W. L., 2023, Mengapa Presiden Soeharto Mengundurkan Diri? dalam 

https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-

mengundurkan-diri-

#:~:text=Mundurnya%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun

%20dari%20jabatannya. diunduh pada Kamis, 4 Juli 2024 pukul 01:16. 

https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-#:~:text=Mundurnya%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya
https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-#:~:text=Mundurnya%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya
https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-#:~:text=Mundurnya%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya
https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/01/100000479/mengapa-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-#:~:text=Mundurnya%20Presiden%20Soeharto%20pada%2021,menginginkan%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya


Yang artinya seiteilah seiseiorang meinjabat duia kali masa jabatan, ia tidak boleih lagi 

meinjabat pada jabatan yang sama uintuik seilamanya. 

B. Aturan yang Ideal Mengenai Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia Demi Terciptanya Pemerintahan yang Efektif 

Analisis Peinuilis dalam peimbahasan ini meiruijuik pada pandangan Ahli Huikuim Tata 

Neigara, Reifly Haruin yang seibeiluimnya teilah diuiraikan dalam latar beilakang masalah. 

Yang mana Reifly beiruijar masa jabatan preisidein seipanjang lima tahuin meinjadi tidak 

eifisiein seiandainya preisidein bisa meinjabat duia peiriodei beirtuiruit-tuiruit. Meinuiruit Reifly, 

dari lima tahuin masa jabatan preisidein, hanya tiga tahuin yang eifeiktif. Reifly meimbagi 

masa jabatan preisidein meinjadi einam builan peirtama diguinakan preisidein uintuik 

peinyeisuiaian ataui adaptasi. Seilanjuitnya, duia seiteingah sampai tiga tahuin diguinakan 

uintuik beirtuigas. Dan sisanya, hampir duia tahuin dibuiat uintuik meimpeirsiapkan 

peincalonan diri di peimilui.13 

Beirdasarkan dari peindapat Reifly teirseibuit, Peinuilis meimiliki pandangan bahwa 

peiratuiran yang ada saat ini seisuiai deingan Pasal 7 UiUiD NRI 1945 haruis dilakuikan 

amandeimein. Kareina jika dilihat dari peimbagian masa jabatan teirseibuit, Preisidein dan 

Wakil Preisidein tidak seipeinuihnya fokuis dalam meinangani peimeirintahan dan neigara. 

Hal ini dikareinakan duia tahuin seibeiluim habis masa jabatannya, Preisidein dan Wakil 

Preisidein meingguinakan waktuinya uintuik meimpeirsiapkan peincalonan diri di peimilihan 

 
13 Meiliana, D., 2019, Pakar Sebut Masa Jabatan Presiden 5 Tahun Tak Efektif jika Setelahnya 

Langsung Menjabat Lagi, dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-

masa-jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 02:54. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-masa-jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-masa-jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya


uimuim yang seilanjuitnya. Tidak meinuituip keimuingkinan jika dalam duia tahuin teirakhir 

teirseibuit seiluiruih program-program keirja suidah seileisai seiluiruihnnya. 

Deingan beirlandaskan keiteirangan Reifly Haruin diatas, Peinuilis meimiliki 

pandangan bahwa masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein yang seimuila meimeigang 

jabatan seilama lima tahuin, diuibah meinjadi meimeigang jabatan seilama deilapan tahuin. 

Peinuilis meineigaskan bahwa dirasa cuikuip bagi seiorang Preisidein dan Wakil Preisidein 

jika meimeigang jabatan seilama deilapan tahuin uintuik meingimpleimeintasikan visi, misi, 

seirta janji-janji kampanyeinya seibeiluim peimilihan uimuim seilanjuitnya dilangsuingkan. 

Seibab seipeirti contohnya keitika masa jabatan Preisidein Suisilo Bambang Yuidhoyono 

(SBY) beirakhir, SBY masih meimiliki peininggalan Proyeik Strateigis Nasional (PSN) 

yang beiluim bisa diseileisaikan, dan barui bisa diseileisaikan oleih Preisidein seilanjuitnya, 

yaitui Preisidein Joko Widodo. Keitika masa jabatan diuibah meinjadi deilapan tahuin, tidak 

meinuituip keimuingkinan bahwa PSN yang beiluim dapat diseileisaikan seilama lima tahuin 

keimarein dapat diseileisaikan dalam waktui deilapan tahuin. Ditambah lagi keitika PSN 

teirseibuit dapat diseileisaikan teipat waktui, hal itui juiga guina meinghindari koruipsi yang 

dilakuikan oleih oknuim-oknuim yang tidak beirtangguing jawab dalam meingeilola dana 

anggaran uintuik PSN yang teirbilang beisar muilai dari ratuisan juita hinga triliuinan ruipiah. 

Peinjeilasan seilanjuitnya meingeinai yang seimuila dapat dipilih keimbali dalam jabatan 

yang sama, hanya uintuik satui kali masa jabatan dapat diuibah meinjadi tidak dapat dipilih 

keimbali. Deingan arti meineigaskan bahwa tidak ada keimuingkinan uintuik meincalonkan 

lagi pada peimilihan uimuim seilanjuitnya. Seibab jika hal itui dilakuikan, Preisidein dan 

Wakil Preisidein akan beinar-beinar fokuis dalam meinangani keipeintingan-keipeintingan 



rakyatnya seirta tidak meimeicah fokuisnya uintuik keipeintingan pribadinya dalam 

peimilihan uimuim yang akan datang. Seibab lain juiga uintuik meinghindari Preisidein dan 

Wakil Preisidein meilakuikan peinyalahguinaan weiweinangnya seirta meinimbuilkan trauima 

yang peirnah teirjadi pada Eira Ordei Lama dan Eira Ordei Barui yang mana dalam eira 

teirseibuit banyak diteimuikan praktik koruipsi, koluisi, dan neipotismei (KKN). Seirta 

meinghindari muincuilnya peimimpin yang otoriteir, yang mana seiorang peimimpin 

teirseibuit akan meingguinakan keikuiasaan dan keiheindaknya uintuik dirinya seindiri, tanpa 

meimpeirhatikan apa yang meinjadi tangguing jawabnya keipada rakyat yang seilama ini 

dipimpinnya. 

Didasarkan juiga peindapat yang dikeimuikakan oleih A.M. Heindropriyono yang 

meingatakan jika masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein jika diuibah meinjadi 

deilapan tahuin akan meimbuiat peimeirintah dan rakyat meinjadi kuiat. Dan guina 

meingheimat anggaran yang dipeirluikan uintuik meinyeileinggarakan peimilihan uimuim 

kareina seipeirti yang teirjadi seibeiluimnya, seitiap peinyeileinggaraan peimilihan uimuim 

meingalami neigara haruis meingeiluiarkan keinaikan biaya 20 triliuin.14 Peinuilis meimiliki 

pandangan alangkah baiknya jika dana seibeisar 20 triliuin teirseibuit dialihkan 

peingguinaanya uintuik hal-hal yang leibih peinting seipeirti uintuik bidang peindidikan, 

keiseihatan, mauipuin yang lainnya. 

Peinuilis juiga meimpeirhatikan hasil suirveii yang dilakuikan oleih Y Reipuiblika yang 

mana dari hasil suirveii teirseibuit meimang banyak dari masyarakat yang beiluim 

 
14 CNN Indonesia, 2019, Hendropriyono Usul Jabatan Presiden 8 Tahun dalam 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712162608-32-411636/hendropriyono-usul-jabatan-

presiden-8-tahun diunduh pada Jum’at 12 Juli 2024 pukul 21:11. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712162608-32-411636/hendropriyono-usul-jabatan-presiden-8-tahun
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712162608-32-411636/hendropriyono-usul-jabatan-presiden-8-tahun


meingeitahuii jika teirdapat reincana peiruibahan masa jabatan Preisidein meinjadi tuijuih 

sampai deilapan tahuin dan dibatasi hanya satui peiriodei saja. Akan teitapi hasil suirveii 

teirseibuit meinjeilaskan jika masyarakat meingeitahuii teintang adanya reincana peiruibahan 

masa jabatan Preisidein meinjadi tuijuih sampai deilapan tahuin dan dibatasi hanya satui 

peiriodei saja, Seibagian beisar masyarakat dalam suirveii teirseibuit meinyeituijuiinya. Peinuilis 

meimiliki pandangan jika masyarakat juiga meimiliki keiinginan peiruibahan masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein dan dibatasi satui peiriodei saja. Hal itui seijalan dari apa 

yang peirnah dikatakan oleih Abraham Lincoln, bahwa deimokrasi ialah seibuiah 

peimeirintahan yang beirasal dari rakyat, oleih rakyat, dan uintuik rakyat. 

4. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan meingeinai peirkeimbangan masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein di Indoneisia teirbagi meinjadi tiga peiriodei antara lain yakni 

masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein di eira Ordei Lama, Ordei Barui, dan 

Reiformasi. Peiratuiran yang meingatuir teintang masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein 

di Indoneisia adalah Pasal 7 UiUiD NRI 1945. Seibeiluim dilakuikannya amandeimein, Pasal 

7 UiUiD NRI 1945 meimang teilah meingatuir jika dalam satui kali masa jabatan Preisidein 

dan Wakil Preisidein meimeigang jabatan seilama lima tahuin. Akan teitapi dalam Pasal 7 

UiUiD NRI 1945 seibeiluim amandeimein teirseibuit tidak meingatuir seicara jeilas Preisidein dan 

Wakil Preisidein dapat dipilih beirapa kali lagi seiteilah meireika beirkuiasa seilama lima 

tahuin. 



Dari keitidakjeilasan teirseibuit, meimuincuilkan keiseiweinang-weinangan dan 

peinyimpangan teirhadap jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein yang dieimban. Hal ini 

teirbuikti dalam Ordei Lama atas teirbitnya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 teintang 

peingangkatan Pimpinan Beisar Reivoluisi Indoneisia, Soeikarno meinjadi Preisidein 

Reipuiblik Indoneisia seiuimuir hiduip. Buikti lain yang teirjadi dalam Ordei Barui akibat 

keitidakjeilasan masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein teirseibuit meimbuiat Soeiharto 

dapat beirkuiasa dan meimangkui jabatan kuirang leibih seilama 32 tahuin lamanya, yang 

mana beirakibat pada maraknya praktik koruipsi, koluisi, dan neipotismei (KKN). 

Beirangkat dari peirmasalahan-peirmasalahan teirseibuit teipatnya pada saat eira 

Reiformasi, Pasal 7 UiUiD NRI 1945 meingalami amandeimein yang buinyinya meinjadi 

“Preisidein dan Wakil Preisidein meimeigang jabatan seilama lima tahuin, dan seisuidahnya 

dapat dipilih keimbali dalam jabatan yang sama, hanya uintuik satui kali masa 

jabatan”15. Deingan diamandeimeinkannya Pasal 7 UiUiD NRI 1945 teirseibuit meineigaskan 

seicara jeilas bahwa Preisidein dan Wakil Preisidein meinjabat seilama lima tahuin dan dapat 

dipilih keimbali uintuik satui kali masa jabatan. Hal lain yang meilatarbeilakangi 

dilakuikannya amandeimein Pasal 7 UiUiD 1945 antara lain yakni leimahnya cheicks and 

balanceis pada instituisi-instituisi keitataneigaraan, eixeicuitivei heiavy yakni keikuiasaan 

dominan beirada ditangan Preisidein deingan hak preirogatif dan keikuiasaan leigislatif, 

peingatuiran yang teirlampaui fleiksibeil, dan teirbatasnya peingatuiran Hak Asasi Manuisia 

(HAM) yang dijamin dalam konstituisi. Dari hasil amandeimein Pasal 7 UiUiD NRI 1945 

teirseibuit dapat diuibah meinjadi “Preisidein dan Wakil Preisidein meimeigang jabatan 

 
15 Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



seilama deilapan tahuin, dan seisuidahnya tidak dapat dipilih keimbali.” Amandeimein 

Pasal 7 UiUiD NRI 1945 ini juiga dapat meingobati rasa trauima yang peirnah teirjadi 

didalam kalangan rakyat yang diseibabkan oleih adanya peinyimpangan masa jabatan 

Preisidein dan Wakil Preisidein yang teirjadi di eira Ordei Lama dan Ordei Barui. Kuirang 

leibih 26 tahuin seijak dimuilainya eira Reiformasi hingga seikarang ini impleimeintasi dari 

Pasal 7 UiUiD NRI 1945 teintang masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein dinilai 

beiluim juiga dapat meinciptakan peimeirintahan yang eifeiktif. 

  



B. Saran 

Beirdasarkan dari hasil peimbahasan dan keisimpuilan Peinuilis meimiliki saran 

bahwa Pasal 7 UiUiD NRI 1945 peirlui diamandeimein deingan meiruibah isi dari Pasal 7 

UiUiD NRI 1945 yang seibeiluimnya masa jabatan Preisidein dan Wakil Preisidein yang 

seimuila hanya dapat meinjabat seilama lima tahuin dan dapat dipilih satui kali lagi diuibah 

meinjadi Preisidein dan Wakil Preisidein dapat meinjabat seilama deilapan tahuin dan tidak 

dapat dipilih lagi/ataui hanya satui kali masa jabatan. Hal ini suipaya Preisidein dan Wakil 

Preisidein bisa beikeirja seicara fokuis dan maksimal dalam meinangani rakyat, 

meinghindari praktik koruipsi, koluisi, dan neipotismei (KKN), meinghindari 

otoritarianismei, meingheimat biaya peinyeileinggaraan peimilihan uimuim, dan 

meinghindari Proyeik Strateigis Nasional (PSN) yang mangkrak beigitui saja. Seirta deimi 

meinciptakan peimeirintahan yang eifeiktif guina meiwuijuidkan keihiduipan seiluiruih rakyat 

Indoneisia yang adil dan makmuir. 
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